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Abstrak 

Pendidikan dan pelatihan kejuruan (vokasi) berbasis kompetensi keahlian 

memainkan peran kunci dalam mempromosikan daya saing dan kemakmuran 

ekonomi. Namun, di Indonesia sebagai negara yang memiliki bonus demografi 

dan negara maritim belum menjadi prioritas untuk mengembangkan sumber daya 

manusia yang tangguh untuk mengelola kekayaan wilayah laut hal ini tercermin 

dalam kurikulum vokasi yang tidak pernah direkontruksi mengikuti perubahan 

lingkungan eksternal. Jenis penelitian ini adalah journal research dengan methode 

kualitatif ekplanasi. Mengintegrasikan teori konsep  model kuwalitas pendidikan 

dan pelatihan Finlandia, teori pilihan siswa untuk menentukan pilihan perguruan 

tinggi serta teori konsep model pendidikan dan latihan siklus hidup maritim dari 

Eropa. Penelitian menghasilkan konsep model kebaharuan Quality Program Life 

Cycle. Quality Program Life Cycle adalah model pendidikan vokasi yang 

mengutamakan kualitas (perekrutan, pendidikan, pelatihan  dan pendampingan) 

secara berkualitas (taruna, dosen, karyawan/staff, pelatihan) dengan program yang 

terukur, tansparan dan akuntabilitas dengan keterlibatan penuh institusi/lembaga, 

mahasiswa dan perusahaan sebagai perputaran (Life Cycle) secara berkelanjutan. 

Penjelasan dimensi, konsep, operasional dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian 

ini. 

Kata kunci: vokasi, pendidikan dan pelatihan, pilihan mahasiswa, Quality 

Program Life Cycle, transparan dan akuntabel 

 

Abstract 

Skill-based vocational education and traning play a key role in promoting 

competitiveness and economic prosperity. However, in Indonesia as a country 

that has a demographic dividend and a maritime country has not become a 

priority for developing strong human resources to manage the wealth of the 

marine area, this is reflected in the vocational curiiculum that has never been 

reconstructed following changes int the external environment. This type of 

research is a hournal research with a qualitative explanation method. Intergrate 

finnish education and traning quality model conceptual theory, student choice 

theory to determine higher education choice and European maritime life cycle 

education and training model concept theory. The research resulted in the 

concept of a novelty model of the Quality Program Life Cycle Quality Program 
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Life Cycle is a vocational education model tha prioritizes quality (recruitment, 

educatiob, training and mentoring) in a quality manner (cadets, lecturers, 

employees / staff, training) with a program that is measurable, transparent and 

accountable with full involvement of institutions, students and companies as a 

cycle (Life Cycle) in a sustainable manner. The explanation of dimensions, 

conceots, operations is further explained in this study. 

Keywords: vocational, education and traning, student choice, Quality Program 

Life Cycle, transparent and accountable 

 

PENDAHULUAN 

Pemberdayaan wilayah pesisir (maritim) menjadi skala prioritas pemerintah 

untuk kemakmuran bangsa. Hal ini merupakan konsekuensi logis sebab wilayah 

Indonesia  merupakan negara kepulauan, berdasarkan informasi Kementerian 

Dalam Negeri Tahun 2018 yang dipublikasikan dalam Buku Statistik Indonesia 

2018, Indonesia memiliki 16.056 pulau pada 2017. Namun, Jumlah ini berkurang 

1.448 pulau dari sebelumnya sebanyak 17.504 pulau (Badan Pusat Statistik, 

2019). Berkurangnya pulau yang dimiliki oleh indonesia disebabkan oleh 

beberapa hal, lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan ke malaysia (Juwana, 2003). 

Lepasnya kedua pulau dari Indonesia merupakan permasalahan yang disebabkan 

oleh beberapa hal, Pertama, aspek keamanan yang berkaitan dengan aspek 

perlindungan dan pemeliharaan. Kedua, banyak di antara pulau-pulau tersebut 

yang tidak berpenghuni. Ketiga, aspek pemberdayaan masyarakat (Alihar, 2018). 

Pemerintah dalam hal ini presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 

Nomer 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia telah ditanda-tangani oleh 

presiden pada tanggal 20 Februari 2017. Perpres ini merupakan salah satu 

implementasi janji pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk 

menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

Pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah pesisir memiliki 

keunggulan, menjaga budaya masyarakat maritim (Adi, 2018), Pengelolaan 

Sumber Daya Laut Tradisional (Adhuri, 2018), pemberdayaan masyarakat 

maritim untuk pertahanan negara (Defence, 2015), dan sampai pada  pertahanan 

ekonomi, Pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memiliki kesejahteraan, 

dapat mempengaruhi peningkatan pertahanan nasional (Nugraha, 2018). Namun, 

pemberdayaan masyarakat maritim tidak semudah yang dibayangkan oleh 

pemerintah dalam membuat kebijakan, kegagalan pemberdayaan masyarakat 

maritim disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat (Wahid et al., 2017), 

tidak sesuai program pemberdayaan dengan kebutuhan kerja (Binat Sarwar & 

Hunt, 2017), pendekatan yang salah terhadap masyarakat (Morton & 

Montgomery, 2010), kuwalitas program pemberdayaan masyarakat yang rendah 

(Soedarto, 2017) hal ini karena tidak adanya siklus hidup keberlanjutan antara 

pemerintah, masyarakat, lembaga dan dunia kerja. 

Pengembangan pendidikan dan pelatihan masyarakat didasarkan pada 

antisipasi kuantitatif permintaan jangka panjang untuk tenaga kerja dan kebutuhan 
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pendidikan dan antisipasi kualitatif kebutuhan keterampilan di tingkat nasional 

(Pilz, 2012). Upaya antisipasi menghasilkan informasi tentang jenis keterampilan 

dan orang-orang terampil yang dibutuhkan di dunia kerja masa depan dan cara-

cara di mana permintaan ini dapat dipenuhi melalui pendidikan dan pelatihan. 

Tujuannya adalah untuk mencocokkan permintaan kuantitatif dan penawaran 

tenaga kerja sedekat mungkin. Selain itu, data antisipasi dapat digunakan untuk 

mengembangkan kerangka kerja kualifikasi, persyaratan keterampilan kejuruan 

(Kurikulum Inti Nasional untuk Kualifikasi Kejuruan Menengah Atas dan 

Persyaratan Kualifikasi Berbasis Kompetensi) dan instruksi untuk lebih 

memenuhi kebutuhan keterampilan dunia kerja di masa depan. Pendidikan dan 

pelatihan kejuruan sangat banyak didasarkan pada sistem kualifikasi berbasis 

kompetensi. Manfaat spesifik dari sistem ini adalah memungkinkan untuk 

mengenali kompetensi kejuruan seseorang terlepas dari apakah kompetensi 

tersebut diperoleh melalui pengalaman kerja, studi, atau aktivitas lainnya. Namun, 

pendidikan dan pelatihan memerlukan biaya mahal untuk mendapatkan serifikasi 

kompetensi yang diinginkan masyarakat, penetapan harga yang lebih rendah dan 

kualitas yang lebih tinggi hampir tidak terjadi bersamaan dalam bisnis apa pun 

dan perguruan tinggi bidang maritim tidak terkecuali. Sementara ada persepsi 

umum di masyarakat bahwa industri pelayaran dan maritim memberikan peluang 

kerja yang sangat menggiurkan untuk menarik siswa ke pendidikan pasca sekolah 

menengah telah terbukti menjadi tantangan. Sekretaris Jenderal IMO Koji 

Sekimizu mengatakan dalam pesan Hari Maritim Dunia 2015 bahwa upaya yang 

lebih besar harus dilakukan untuk membawa generasi baru ke bidang maritim 

sebagai sebuah profesi [6]. Bekerja dan berkarier di bidang maritim dituntut untuk 

berdisiplin tinggi dan memiliki keahlian sebab berkaitan dengan resiko  tinggi. 

Masyarakat tidak mampu memerlukan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi 

kompetensi dari perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dibidang maritim, 

kualitas baik, program yang mampu menjawab tantangan dunia kerja dan diakui 

oleh pemerintah dan dunia internasional dalam hal ini International Marine 

Organizations (IMO).  

Penelitian ini menguraikan konteks pelatihan pemberdayaan masyarakat 

kelautan di Indonesia, menyoroti ketidakcocokan saat ini antara kebutuhan 

kebijakan dan industri di dunia yang berubah, fungsi pengabdian masyarakat bagi 

dosen dan perguruan tinggi,  pemetaan yang lebih rinci dari pemberdayaan 

masyarakat, mengeksplorasi kekuatan dan kelemahannya saat ini untuk 

mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan utama yang harus diatasi. Tantangan 

dan peluang ini kemudian dibahas dalam konteks konsep kebaharuan “Quality 

Program Life Cycle”, yang mengusulkan pendekatan untuk mengembangkan, 

memperluas, dan memodernisasi skema saat ini, dengan contoh-contoh yang 

relevan. 

1. Rumusan Masalah 

Pendidikan dan latihan pemberdayaan masyarakat merupakan rutinitas 

dihadapi oleh lembaga pendidikan perguruan tinggi sebagai salah satu tugas 

pokok menjalankan tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada 

masyarakat namun, hingga sekarang konsep model untuk melakukan pendidikan 

dan latihan belum dikaji secara akademis manfaat dan kelemahan dari yang sudah 
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dijalankan, baik secara kwalitas, program dan peran pihak – pihak yang terlibat 

didalamnya, maka proposal penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut; 

1. Bagaimanakah kuwalitas antara pendidikan dan latihan yang dijalankan 

terhadap kebutuhan dunia kerja? 

2. Apakah program yang dilaksanakan dalam pendidikan dan latihan telah sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja? 

3. Bagaimanakah peran masing – masing institusi terkait terhadap pendidikan 

dan latihan pemberdayaan masyarakat? 

4. Apakah konsep model “Quality Program Life Cycle”, mampu menjawab 

permasalahan yang ada terhadap kebutuhan kerja? 

2. Tujuan Penelitian 

Visi presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia 

diterjemahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2017 tentang 

Kebijakan Kelautan Indonesia, dengan luas daratan hanya 1.913.578, 68km2, jauh 

dari luas lautan yang dimiliki oleh Indonesia yaitu 6.292.156,82km2, jumlah pulau 

mencapai 14.572 yang sudah memiliki nama dan berkordinat. Namun, luasnya 

wilayah laut yang dimilik belum digali maksimal potensi sumber daya laut karena 

keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, belum memiliki konsep yang 

tepat untuk memberdayakan masyarakat wilayah pesisir, keterbatasan keahlian 

yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengelola potensi kelautan, kebijakan yang 

tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat dan adanya missmatch pelatihan yang 

ada dengan kebutuhan di lapangan. Maka, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk meningkatkan kwalitas pendidikan dan pelatihan dibidang kelautan. 

b. Untuk meningkatkan program pendidikan dan latihan keahlian masyarakat 

wilayah pesisir. 

c. Untuk mengimplementasikan konsep kebaharuan “Quality Program Life 

Cycle” sebagai model pemberdayaan masyarakat pesisir. 

d. Untuk memberikan saran kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 

e. Untuk memecahkan permasalahan pola pendidikan dan pelatihan sehingga 

tidak terjadi missmatch pelatihan yang ada dengan kebutuhan di lapangan 

3. Kontribusi Penelitian 

Kontribusi akademis penelitian ini adalah menambah refrensi teoritis 

akademis dalam bidang kelautan, pemberdayaan masyarakat dan konsep 

kebabaharuan dalam pemberdayaan masyarakat bidang marine/ kelautan 

sedangkan kontribusi non akademis/praktis adalah konsep model ini dapat 

diterapkan pada lain bidang bagi yang memerlukan model pemberdayaan untuk 

mengembangkan potensi daerah yang ada.  

Luaran penelitian ini sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah sebagai 

pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pemerdayaan masyarakat 

khusunyan yang berkaitan dengan kelautan, luaran penelitian ini juga 

diseminarkan di seminar Nasional terindex sinta atau Internasional dan 

dijurnalkan pada terindek sinta 4 atau Internasional. 
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KAJIAN LITERATUR 

1. Prinsip EUA 

Principles European University Association (Prinsip EUA) adalah prinsip 

berbagai kebijakan yang dikembangkan oleh Negara-negara Anggota dengan 

Komisi Eropa, yang melibatkan pemangku kepentingan utama berada di bawah 

Prinsip Pelatihan Doktor Inovatif  (mengikuti dari Prinsip-prinsip EUA Salzburg 

(EUA, 2005). Prindip EUA merupakan konsep yang telah teruji di wilayah Eropa 

untuk pendidikan dan pelatihan khusus bagi mereka yang tertarik dan mendalami 

dunia maritim, terkonsep dengan baik mulai dari tingkat pra vokasi sampai pada 

tingkat tertinggi yaitu doktor dalam bidang maritim. Peneliti memasukan teori 

prinsip EUA sebagai bahan benchmarking dari model penelitian dan pelatihan 

kelautan ke pendidikan dan pelatihan karena keberhasilanya Eropa dalam 

menerapkan konsep tersebut dalam Ekonomi Biru. Prinsip-prinsip EUA Salzburg 

terdiri atas Keunggulan Penelitian, Lingkungan Kelembagaan yang Menarik, 

Paparan terhadap industri dan pengusaha terkait lainnya, Jaringan Internasional, 

Opsi Penelitian Interdisipliner, Pelatihan Keterampilan yang dapat ditransfer, 

Jaminan Kualitas (Vincx et al., 2018). Bidang-bidang utama untuk kemajuan 

pelatihan diidentifikasi dengan menganalisis tujuh Prinsip Innovative Doctoral 

Training dalam konteks disiplin ilmu kelautan.  

Keunggulan Penelitian, penelitian menjadi menjadilangkah utama yang 

harus ditempuh untuk mengembangkan suatu potensi kelautan. Sebagian besar 

dari rekomendasi yang terkandung dalam Laporan Keadaan Pesisir ini, 

bergantung pada dua kualitas yang saling terkait dan mendasar (Francis et al., 

2015). Pertama, seorang pimpinan, pembuat keputusan dan kebijakan serta 

berbagai pengguna akhir memiliki akses ke produk penelitian ilmiah untuk 

mengatur dan mengelola penggunaan dan eksploitasi sumber daya secara bijak. 

Dalam konteks ini, data, informasi, dan pengetahuan adalah dasar untuk 

mewujudkan manfaat Ekonomi Kelautan. Kedua, manajemen sumber daya dan 

basis pengetahuan yang mendasari bergantung pada ketersediaan orang dengan 

kemampuan yang tepat untuk menjadi pemelihara sumber daya yang bertanggung 

jawab tersebut. Dengan demikian, pendidikan, kesadaran dan pelatihan 

menawarkan solusi jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan ekonomi 

pesisir dan laut. 

Lingkungan Kelembagaan yang Menarik, kelembagaan merupakan tempat 

dimana mahasiswa menuntut ilmu, berpikir dan menerapkan ide nya untuk 

menghasilkan suatu karya, apabila lingkungan kelembagaan yang tidak menarik 

maka potensi kreatif dari mahasiswa akan hilang. Lingkungan kelembagaan yang 

menarik menjadi tuntutan utuma oleh seluruh penghuni yang menempati semuatu 

tempat (Mechael, 2007).  

Paparan terhadap industri dan pengusaha terkait lainnya, Istilah 'industri' 

digunakan dalam arti luas, termasuk semua tempat kerja di masa depan, dari 

industri ke bisnis, pemerintah, LSM, lembaga amal dan budaya (mis. Museum) 

(Vincx et al., 2018). Hal Ini penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat 

pesisir mengingat berbagai sektor ketenagakerjaan yang dicakup. Paparan 

(Eksposur) dapat mencakup penempatan selama pelatihan penelitian; dana 
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bersama; keterlibatan non-akademisi dari industri terkait dalam 

menginformasikan / menyampaikan pengajaran dan pengawasan; 

mempromosikan kontribusi keuangan dari industri terkait untuk program Doktor; 

membina jaringan alumni yang dapat mendukung kandidat (mis. skema 

pendampingan) dan program; dan beragam kegiatan transfer orang / teknologi / 

pengetahuan (Sabic & Kemmerling, 2011). 

Jaringan Internasional, Pelatihan harus memberikan peluang bagi jejaring 

internasional, yaitu melalui penelitian kolaboratif, gelar ganda dan bersama. 

Mobilitas harus didorong, baik melalui konferensi, kunjungan penelitian singkat 

dan penugasan, atau tinggal lebih lama di luar negeri (Vincx et al. 2018:Herdiana 

2013). Jaringan internasional dalam pendidikan dan pelatihan penting dalam 

kelautan sebab merujuk pada aturan International Marine Organization. Semua 

konpetensi keahlian harus berdasarkan IMO baik yang diadakan pemerintah 

maupun oleh swasta. 

Opsi Penelitian Interdisipliner,dalam bidang kelautan dilakukan oleh 

perguruan tinggi yang melibatkan masyarakat wilayah pesisir dan dunia kerja. 

Tujuannya adalah hasil penelitian tidak terjadi missmatch antara perguruan tinggi, 

pemerintah dan dunia kerja. Penelitian dan pelatihan itu sendiri lintas disiplin. Ini 

berarti bahwa pelatihan kelautan harus tertanam dalam lingkungan dan budaya 

penelitian terbuka untuk memastikan bahwa setiap peluang yang tepat untuk 

pemupukan silang antar disiplin ilmu dapat menumbuhkan pendekatan luas dan 

interdisipliner yang diperlukan(Vincx et al., 2018). 

Pelatihan Keterampilan yang dapat ditransfer, Menurut European Science 

Foundation: “Keterampilan yang dapat ditransfer adalah keterampilan yang 

dipelajari dalam satu konteks (mis. Penelitian) yang berguna dalam konteks lain 

(mis. Pekerjaan di masa depan baik itu dalam penelitian, bisnis, dll.). Mereka 

memungkinkan keterampilan yang terkait dengan subjek dan penelitian untuk 

diterapkan dan dikembangkan secara efektif. Keterampilan yang dapat ditransfer 

dapat diperoleh melalui pelatihan atau melalui pengalaman kerja ”(European 

Science Foundation 2010). Sangat penting untuk memastikan bahwa cukup 

banyak peneliti memiliki keterampilan yang dituntut oleh ekonomi berbasis 

pengetahuan (Vincx et al. 2018; Mechael 2007; Sabic and Kemmerling 2011). 

Jaminan Kualitas, Prosedur pertanggungjawaban harus ditetapkan atas dasar 

penelitian pendidikan dan harus dikembangkan secara terpisah dari penjaminan 

kualitas dalam siklus pendidikan pertama dan kedua (Vincx et al., 2018). Tujuan 

dari penjaminan kualitas  adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan 

penelitian serta mempromosikan prosedur yang transparan dan bertanggung jawab 

untuk topik-topik seperti penerimaan, pengawasan dan pengembangan karir. 

Penting untuk ditekankan bahwa ini bukan hanya tentang jaminan kualitas  itu 

sendiri, tetapi juga proses atau siklus hidup dari rekrutmen hingga kelulusan. Ini 

berarti bahwa pengembangan karir melampaui kelulusan kandidat  laut dimulai 

dari rekrutmen (Shury et al., 2017). Kebutuhan pelatihan mereka dinilai pada saat 

kedatangan dan Rencana Pengembangan Karir Pribadi (PCDP) disiapkan 

(Ohlsson & Borg, 2010). Ini berisi rincian program yang akan mereka ikuti dan 

berbagai penempatan di industri dan di laut, misalnya. Ini harus dipantau dan terus 

diperbarui. 
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Program Kampus Pilihan 

Program kampus pilihan merupakan serangkaian program yang dimiliki 

oleh kampus (perguruan tinggi) sebagai jawaban dan antisipasi yang dibutuhkan 

oleh dunia kerja. Bentuk ini dapat berupa pendidikan dan latihan atau program 

reguler sistem sks. Keputusan seorang calon taruna untuk memperoleh 

pengetahuan lanjutan adalah puncak dari proses penimbangan biaya terhadap 

manfaat sebab meningkatnya permintaan masyarakat untuk masuk dalam 

pendidikan tinggi yang terkenal (namun belum tentu berkwalitas bagus) 

menyebabkan pasar pendidikan tinggi menjadi kompetitif dan monopolistis 

(Labas et al., 2018). dan ini mirip dengan proses yang diterapkan ketika 

pelanggan memilih suatu produk atau layanan (Stankevich, 2017). Pilihan calon 

taruna untuk masuk perguruan tinggi didasarkan pada interaksi antara 

karakteristik calon taruna dari status sosial ekonomi, bakat, aspirasi dan prestasi 

pendidikan dan serangkaian pengaruh eksternal. Pertumbuhan yang tinggi dan 

meningkatnya permintaan juga mengintensifkan kompetisi di dalam lembaga 

pendidikan tinggi 'untuk menarik lebih banyak perhatian calon taruna 

(Edirisinghe, Jayakody, et al., 2017). Menurut Chapman (1981) pilihan calon 

taruna/ siswa di perguruan tinggi dipengaruhi oleh serangkaian karakteristik siswa 

dalam kombinasi dengan serangkaian pengaruh eksternal. 

Chapman (1981) menjelaskan bahwa model konseptual secara umum calon 

mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi didasarkan pada interaksi antara 

karakteristik taruna/ siswa status sosial ekonomi, bakat, aspirasi dan prestasi 

pendidikan dan serangkaian pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal terbagi dalam 

tiga kategori (Edirisinghe, Zhihong, et al., 2017) yaitu; orang-orang penting 

(teman, orang tua, guru sekolah menengah, dan penasihat); karakteristik tetap 

institusi (biaya, lokasi, ketersediaan program); dan upaya komunikasi perguruan 

tinggi (kunjungan kampus, informasi tertulis, penerimaan dan kegiatan merekrut). 

Pendidikan dan pelatihan vokasi  

Pendidikan dan pelatihan vokasi atau Vocational  Education And Training 

(VET) merupakan program pendiikan dan pelatihan yang dirancang untuk siap 

kerja, menghadapi tantangan dunia kerja dan mengembangkan teori yang ada 

dalam pendidikan di perguruang tinggi. VET tidak hanya penting dalam 

memberikan kesempatan kerja kepada individu tetapi juga membantu dalam 

meningkatkan produktivitas perusahaan: “Pendidikan dan pelatihan vokasi adalah 

instrumen yang sangat diperlukan untuk meningkatkan mobilitas tenaga kerja, 

kemampuan beradaptasi dan produktivitas, sehingga berkontribusi untuk 

meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki ketidakseimbangan pasar 

tenaga kerja (Agrawal, 2013). 

Pentingnya pendidikan dan latihan kejuruan (vokasi) sehingga di berbagai 

negara mengadakan program yang serupa dengan perbedaan – perbedaan pada 

tingkat kebijakan pemerintah yang diterapkan. Contoh baik pendidikan dan 

pelatihan vokasi diterapkan oleh pemerintah finlandia yang sukses dalam 

pendidikan terbaik di dunia, di Finlandia, pemerintah daerah memainkan peran 

penting dalam mempromosikan relevansi dan pendekatan berbasis permintaan 

pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah daerah menerapkan pelatihan 

berkelanjutan yang didanai pemerintah untuk staf pengajar di daerah masing-
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masing. Selain itu, mereka mengalokasikan hibah untuk keperluan misi lembaga 

kejuruan untuk mengembangkan dan melayani dunia kerja. Mereka juga 

mengelola pendanaan ESF regional, yang dialokasikan untuk tujuan seperti 

pengembangan pembelajaran berbasis kerja (Finnish National Board of 

Education, 2010). Keterlibatan finlandia dalam pendidikan semua pihak mulai 

dari akademisi, pemerintah dan dunia kerja (perusahaan) menjadikan finlandia 

mampu mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam secara maksimal.  

Peran kunci dalam pendidikan dan pelatihan vokasi diatur oleh Komite 

Kualifikasi, yang merupakan badan yang ditunjuk oleh Dewan Pendidikan 

Nasional Finlandia untuk menerapkan kualifikasi berbasis kompetensi. Komite 

Kualifikasi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi tes kompetensi, 

memantau efektivitas sistem kualifikasi berbasis kompetensi di bidang VET 

masing-masing dan, jika perlu, membuat inisiatif mengenai pengembangannya. 

Komite Kualifikasi menyiapkan kontrak untuk mengatur tes kompetensi untuk 

kualifikasi yang berbeda dengan penyedia pelatihan yang relevan atau badan lain 

yang mampu mengatur tes kompetensi untuk kualifikasi terkait sesuai dengan 

prinsip-prinsip sistem kualifikasi berbasis kompetensi. Mereka memastikan 

kualitas yang konsisten dari kualifikasi dan sertifikat kualifikasi penghargaan. 

Finnish National Board of Education (2010) menjelaskan bahwa peran lembaga 

yang terlibat adalah Parlemen; misalnya membuat undang-undang, Anggaran 

Negara, kebijakan pendidikan umum. Pemerintah; membuat Dekrit, Rencana 

pengembangan dan program kebijakan untuk pendidikan dan pelatihan, Tujuan 

umum studi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat ; Kebijakan 

pendidikan khusus, Pengarah, pembiayaan dan regulasi, Kualifikasi. Dewan 

Pendidikan Nasional Finlandia membuat ; Kurikulum Inti Nasional dan 

Persyaratan Kualifikasi, Implementasi program pengembangan, Layanan. Komite 

pendidikan dan pelatihan nasional bekerja dalam bidang ; Kontak dengan dunia 

kerja. Komite kualifikasi menghubungkan kontak dengan dunia kerja. Penyedia 

VeT memiliki tugas; Perencanaan lokal dan organisasi pendidikan dan pelatihan, 

Penyediaan pendidikan dan pelatihan, dewan penasihat lokal untuk VET dan 

badan-badan lainnya, Manajemen kualitas. Administrasi daerah menjalankan 

tupoksi; Tugas administrasi khusus. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian menggunakan methode Penelitian Deskriptif kualitatif yaitu 

metode yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, serta 

akurat pada fakta dan sifat populasi, responden.  

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan 

peneliti, antara lain:  

1. Angket (Questionnaire) 

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau 

mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh para responden, responden dalm 

hal ini adalah peserta yang mengikuti pendidikan dan latihan.  
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2. Wawancara (Interview) 

Peneliti malakukan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, wawancara dilakukan 

pada saat pra pelatihan (pendaftaran, rekrutment, pengumpulan syarat 

administrative) dan pada saat mengikuti pendidikan dan latihan. 

3. Observasi (Observation) 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran real tentang responden 

yang diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti terhadap responden pada saat 

proses pelatihan. 

4. Studi Dokumentasi (Documentation Study) 

Peneliti melakukan pengumpulan data yang tidak langsung dengan tujuan 

menambah pemahaman terhadap subyek dan obyek yang diteliti. Dokumen yang 

digunakan dapat berupa jurnal – jurnal bereputasi internasional peneltian 

sebelumnya, melalui web site, dokumen International Marine Organizations 

(IMO), buku harian, laporan, notulen rapat, catatan-catatan dan dokumen lainnya 

yang berkaitan dengan pendidikan dan latihan sebelumnya. 

5. Analisis Isi (Content Analysis) 

Peneliti melakukan analisis terhadap data – data yang diperoleh 

menggunakan deskriptif kualitatif terhadap variabel dan dimensi konsep 

kebaharuan. 

PEMBAHASAN 

Data angket dari sample 280 yang terdiri dari lima angkatan terakhir (2016 

– 2020) merujuk pada indikator Prinsip-prinsip EUA Salzburg terdiri atas 

Keunggulan Penelitian, Lingkungan Kelembagaan yang Menarik, Paparan 

terhadap industri dan pengusaha terkait lainnya, Jaringan Internasional, Opsi 

Penelitian Interdisipliner, Pelatihan Keterampilan yang dapat ditransfer, Jaminan 

Kualitas (Vincx et al., 2018). Menunjukan bahwa dari tahun ke tahun prinsip 

jaminan kualitas selalu meningkat secara signifikan.  

 

 

Gambar 1: grafik Prinsip EUA 
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Hasil wawancara menunjukan bahwa jaminan kualitas menjadi tujuan 

mahasiswa mendaftar di perguruan tinggi vokasi dengan berbagai aslasan 

diantaranya jaminan kualitas yang diberikan oleh pihak pengelola perguruan 

tinggi vokasi lebih menjanjikan karena siklus hidupnya lebih panjang daripada 

pelatihan ketrampilan, opsi penelitian interdisipliner atau jaringan internasional 

yang relatif stagnan, dapat diperoleh diluar tanpa harus kuliah terlebih dahulu.  

 

 
Gambar 2: Grafik kampus pilihan mahasiswa 

Chapman (1981) menjelaskan bahwa model konseptual secara umum calon 

mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi didasarkan pada biaya/ cost, 

Program yang ditawarkan dan Lokasi perguruan tinggi.  

Hasil data dari lima tahun terakhir menyimpulkan bahwa calon mahasiswa 

program perguruan tinggi yang ditawarkan lebih menarik mahasiswa untuk 

mendaftar dari pada biaya dan lokasi perguruan tinggi. Biaya pada tahun 2016 

menjadi perhatian utam calon mahasiswa, calon mahasiswa yang memiliki 

keterbatasan biaya tidak akan menjadaftar namun prosentasenya dari tahun ke 

tahun selalu menurun sampai ke titik terendah pada tahun 2020, hal ini 

menandakan bahwa biaya sudah tidak lagi menjadi faktor utama calon mahasiswa 

masuk kuliah, apabila program yang ditawarkan perguruan tinggi bagus maka 

biaya tidak ada masalah. Sedangkan letak perguruan tinggi itu berada juga tidak 

menjadi pertimbangan calon mahasiswa itu mendaftar sebab mereka mencara 

perguruan tinggi yang memiliki program bagus dan kompetitive.  

Merujuk pada Finnish National Board of Education (2010) bahwa peran 

lembaga yang terlibat mengelola pendidikan adalah Parlemen; Pemerintah; 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Dewan Pendidikan; Komite 

pendidikan dan pelatihan nasional; Komite kualifikasi dan Penyedia VeT.  
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Gambar 3: Grafik Peran Lembaga 

Mengelola pendidikan tidak seperti mengelola perusahaan yang hanya 

mengejar profit namun harus dikelola dengan profesional, tanggung jawab dan 

ada tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua komponen lembaga 

Negara harus terlibat untuk memajukan pendidikan mulai dari dewan pendidikan, 

parlemen/DPR, Pemerintah dan penyedia pendidikan Vokasi terutama kualitas 

manajemen. 

Penyedia pendidikan vokasi berperan besar untuk mampu meningkatkan 

sumber daya yang memiliki skill tinggi dan kualitas menejemen yang baik. peran 

dewan pendidikan dari tahun ke tahun meningkat seiring kesadaran masyarakat 

akan pendidikan untuk menaikan kualitasnya,  peran parlemen/ DPR masih 

diperlukan untuk membuat undang – undang dan melindungi badan pendidikan 

namun perannya dari tahun 2016 hingga 2020 berkurang, peran pemerintah sangat 

diperlukan untuk meningkatkan pendidikan vokasi.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat sebagian besar 

menghendaki pendidikan (formal dan informal) harus memiliki program dengan 

jaminan kualitas pendidikan tersebut mengalami siklus hidup yang selalu dapat 

diperbaharui dan hal tersebut akan bisa dilakukan apabila ada kualitas manajemen 

baik. Maka, Quality Program Life Cycle perlu diterapkan pada pendidikan formal 

dan informal untuk memperoleh kualitas sumber daya manusia unggul. Secara 

sederhana integarasi teoritis konsep model Quality Program Life Cycle dapat 

digambarpak pada gambar 4.  
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Gambar 4: Integrasi Konsep Quality Program Life Cycle 

Quality Program Life Cycle adalah model pendidikan vokasi yang 

mengutamakan kualitas (perekrutan, pendidikan, pelatihan  dan pendampingan) 

secara berkualitas (taruna, dosen, karyawan/staff, peserta pelatihan) dengan 

program yang terukur, tansparan dan akuntabilitas dengan keterlibatan penuh 

institusi/lembaga, mahasiswa dan perusahaan sebagai perputaran (Life Cycle) 

secara berkelanjutan. Program pendidikan/ pelatihan yang berkualitas terus 

diperbaharui dengan melakukan koreksi berkelanjutan. Grand desain Quality 

Program  Life Cycle digambarkan sebagai berikut;  

 
Gambar 5: Konsep Model Quality Program Life Cycle 

Quality Program Life Cycle dimuali dari proses perekrutan calon 
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syarat yang telah ditentukan sebelumya, hal ini sangat penting dilakukan sebab 

proses perekrutan merupakan penentu untuk tahap selanjutnya. Kedua setelah 

perekrutan adalah mengikuti pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah 

proses calon taruna/ peserta pelatihan mengikuti dari awal hingga akhir 

pembelajaran yang dilakukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan 

dengan serius sedangkan pelatihan adalah proses yang dilakukan secara praktek 

baik di dalam ruangan atau di luar ruangan, mengaplikasikan teori dalam proses 
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pendidikan kedalam praktek di lapangan secara benar. Tahap akhir adalah 

pendampingan. Pada tahap ini seluruh tahapan mulai dari perekrutan hingga 

pelatihan dievaluasi kelebihan dan kelemahanya baik dari program maupun 

lembaga yang terlibat serta sumber daya manusia baik peserta maupun 

penyelenggara, apabila ada kelemahan dalam rangkaian proses tersebut maka 

segera diperbaiki (Life Cycle). 

PENUTUP 

Kesimpulan dan Saran 

Masyarakat menghendaki program pendidikan dan pelatihan yang 

berkualitas dan dikelola oleh manajemen yang berkualitas. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pendidikan dan pelatihan yang baik tidak mempermasalahkan 

berapa biaya pendidikan, seberapa jauh jarak yang harus ditempuh antara tempat 

diadakan proses pendidikan dan pelatihan antara penyelenggara pendidikan 

dengan calon mahasiswa/ peserta pendidikan dan pelatihan. Kualitas pendidikan 

yang buruk hanya akan menghasilkan pengannguran terdidik karena tidak sesuai 

dengan dunia kerja (Medina and Suthers, 2008;International Labour Organization 

ILO, 2020). Sebagian besar hasil penelitian juga menunjukan bahwa mereka lebih 

mementingan kualitas program pendidikan dan pelatihan yang ditawarkan oleh 

penyelenggara secara nyata sebab selama ini hanya program yang baik namun 

tidak pernah dilaksanakan, pelaksanaan kualita pendidikan harus didukung oleh 

semua stakeholder. Program kualitas pendidikan formal dan informal harus terus 

ditingkatkan dan diperbaiki secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia unggul. Salah satu untuk mendapatkan sumber daya 

manusia unggul adalah dengan Quality Program Life Cycle.  

Program pendidikan dan pelatihan Quality Program  Life Cycle berkualitas 

harus didukung oleh semua pihak sehingga, dewan perwakilan rakyat sebagai 

pembuat kebijakan, pemerintah sebagai pengendali kebijakan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; Dewan Pendidikan; Komite pendidikan dan 

pelatihan nasional; Komite kualifikasi dan Penyedia Program Vokasi baik 

pendidikan maupun pelatihan. 
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